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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat memunculkan kemajuan dalam 

berbagai aspek kehidupan. Salah satu hal yang tak luput dari perkembangan 

teknologi adalah perkembangan dibidang keuangan khususnya pinjaman online 

(financial techmology). Kemudahan akses dan proses yang cepat adalah salah satu 

pemicu berkembangnya aplikasi pinjaman online. Oleh karena itu penulis 

membahas bagaimana upaya penegakan hukum Kepolisian Daerah Istimewa 

Yogyakarta terhadap debt collector yang melakukan kejahatan ancaman 

kekerasan kepada debitur gagal bayar dan analisis terhadap upaya kepolisian 

dalam mengungkap kejahatan ancaman kekerasan oleh debt collector kepada 

debitur gagal bayar di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan yuridis-empiris. Adapun metode analisis yang digunakan adalah 

metode analisis kualitatif dengan melakukan analisis dan deskripsi data yang 

diperoleh di lapangan dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. 

Analisis dilakukan dengan teori penegakan hukum yang dijadikan sebagai 

parameter belakunya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara. 

Hasil penelitian adalah upaya penegakan hukum oleh Polda DIY terhadap 

ancaman kekerasan oleh debt collector terhadap debitur melalui langkah represif. 

Upaya represif sendiri dimulai dari penyelidikan, penyidikan, dan pelimpahan 

perkara. Penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa 

Yogyakarta dilakukan ketika sudah ada aduan dari masyarakat. Penegakan hukum 

terhadap debt collector. Sementara efektifitas penegakan hukum sendiri dianalisis 

dengan faktor hukum, sarana, penegak hukum, masyarakat, dan kebudayaan. 

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pinjaman Online, Debt Collector, Debitur 
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ABSTRACT 

The rapid development of technology has led to progress in various aspects of life. 

One of the things that cannot escape the development of technology is the 

development in the financial sector, especially online loans (financial 

technology). The ease of access and fast process is one of the triggers for the 

development of online loan applications. Therefore, the author discusses how the 

law enforcement efforts of the Yogyakarta Special Region Police against debt 

collectors who commit crimes of threatening violence to defaulting debtors and 

analyzes the police's efforts in uncovering crimes of threatening violence by debt 

collectors to defaulting debtors in the Special Region of Yogyakarta. 

 This research is a type of field research with a juridical-empirical 

approach. The analysis method used is qualitative analysis method by analyzing 

and describing the data obtained in the field and associated with legislation. The 

analysis is carried out with the theory of law enforcement which is used as a 

parameter for the enactment of legal norms in the life of society and the state. 

 The results of the study are law enforcement efforts by the DIY Police 

against the threat of violence by debt collectors against debtors through 

repressive steps. Repressive efforts themselves start from investigation, 

investigation, and case submission. Investigations and investigations are carried 

out by the Yogyakarta Special Region Police when there are complaints from the 

public. Law enforcement against debt collectors. While the effectiveness of law 

enforcement itself is analyzed by legal factors, facilities, law enforcement, society, 

and culture. 

Keywords: Law Enforcement, Online Loan, Debt Collector, Debitor 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi masyarakat terbesar di 

dunia. Jumlah populasi yang banyak tidak serta-merta menghasilkan 

kehidupan yang layak untuk seluruh masyarakat. Hal ini menjadi tugas untuk 

pemerintah dalam melakukan pemerataan kehidupan layak di Indonesia. 

Tugas tersebut makin berat mengingat kondisi sumber daya manusia di 

Indonesia yang masih rendah. Implikasi dari keadaan tersebut menimbulkan 

berbagai problematika. Tingginya tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap 

angka kriminalitas.
1
 

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi adalah salah satu 

masalah yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Keadaan ekonomi 

yang melilit menimbulkan oknum-oknum yang menghalalkan segala macam 

cara untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan sendiri terbagi menjadi dua, 

yakni kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan sekunder bisa terpenuhi 

jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Namun masyarakat sering kali 

kesusahan untuk memenuhi kebutuhan primer sehingga sering terjadi 

pemenuhan kebutuhan dengan piutang.
2
 

Seiring berkembangnya zaman, muncul aplikasi financial technologi 

atau selanjutnya disebut dengan fintech. Fintech diharapkan menjadi pemecah 

                                                           
1
 Rahmalia dkk, “Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran , Dan Kemiskian 

Terhadap Kriminalitas Di Indonesia,” (2019), hlm. 3.  
2
  Gatot Supramono, Perjanjian Utang Piutang, Edisi Pertama (Jakarta : Kencana, 2013),  

hlm. 1. 
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dari permasalahan ekonomi yang ada. Aplikasi fintech berbasis pinjaman 

online hadir ditengah masyarakat. Aplikasi pinjaman online sendiri 

diharapkan menjadi aplikasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di 

Indonesia. Layanan pinjaman online dapat memberikan kemudahan kepada 

masyarakat untuk mendapatkan pinjaman uang dengan mudah. Peer to Peer 

Lending (P2P Lending) adalah suatu pilihan untuk mendapatkan pinjaman 

uang secara mudah jika dibandingkan dengan institiusi perbankan ataupun 

layanan pinjaman uang lainnya tidak sesederhana yang ditawarkan oleh P2P 

Lending.
3
 

Masalah yang muncul dikalangan masyarakat akibat merebaknya 

aplikasi pinjaman online adalah gagalnya debitur untuk membayar tagihan 

yang dibebankan. Keterlambatan pembayaran tagihan menimbulkan 

terkenanya denda serta bunga yang semakin melilit masyarakat. Terlebih 

ketika saat ini masyarakat marak untuk bermain judi online dan lain 

sebagainya. Permainan yang diharapkan menghasilkan profit tetapi justru 

berujung hilangnya uang. 

Keadaan ini tentu menjadi ironi dengan keadaan yang ada. Keinginan 

untuk memperbaiki kehidupan justru bertepuk sebelah tangan ketika sudah 

terlilit dengan pinjaman online. Sementara itu, untuk keluar dari kubangan 

pinjaman online dibutuhkan pendapatan yang tetap agar dapat membayar 

cicilan yang ada.  

                                                           
3
 Heryucha Romana Tampubolon, “Seluk Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud 

Baru Keuangan Di Indonesia,” Jurnal Bina Mulia Hukum ,Vol. 3 No. 2, (2019), hlm. 192. 
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Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sepanjang tahun 2022 

menerima dua ratus ribu lebih aduan. Dari total aduan tersebut, jasa keuangan 

berada di peringkat satu dari sepuluh besar pengaduan yang ada dengan 

prosentase 32,9 persen dari total aduan. Permasalahan yang paling banyak 

adalah cara penagihan dengan persentase 57 persen. Kemudian permohonan 

keringanan pembayaran pinjaman online 11 persen, informasi pinjaman yang 

tidak sesuai 7 persen, dan penyebaran data pribadi 6 persen.
4
 Sementara itu, 

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai lembaga 

yang diberi wewenang oleh OJK untuk menjadi penyelenggara layanan 

pinjaman online mendapatkan laporan sebanyak 426 sejak tahun 2019. 

Pengaduan tersebut mayoritas mengadukan tentang penagihan dengan cara 

kasar mencapai 43 persen. 41 persen terkait penyebaran data pribadi. 10 

persen lainnya mengadukan tingginya bunga dan denda dari aplikasi 

pinjaman online.
5
 

Dari pengaduan yang diadukan oleh masyarakat adalah tata cara 

penagihan yang kasar. Penagihan tersebut dilakukan karena gagalnya debitur 

membayar tagihan. Aplikasi pinjaman online memang diberi wewenang oleh 

AFPI untuk menggunakan pihak ketiga. Syarat tersebut berlaku selama pihak 

ketiga tidak masuk terhadap daftar hitam otoritas dari asosiasi. Hal ini tidak 

diketahui oleh kebanyakan orang di Indonesia. Cara yang dilakukan oleh debt 

                                                           
 

4
 Fitri Novia Heriani, “Pinjaman Online Dominasi Aduan Konsumen ke YLKI Sepanjang 

2022”, https://www.hukumonline.com/berita/a/pinjaman-online-dominasi-aduan-konsumen-ke-

ylki-sepanjang-2022-lt63d33e3d7af41/ diakses 15 Agustus 2023 
5
 Desi Angriani, “Meneropong Penagihan Fintech Lending,” 

https://www.medcom.id/ekonomi/analisaekonomi/JKRVoP5K-meneropongpenagihan-fintech-

lending  diakses 15 Februari 2023. 
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collector untuk menagih dilakukan dengan berbagai macam cara. Cara yang 

dilakukan oleh debt collector dimulai dari cara yang humanis hingga tidak 

humanis.  

Pendekatan yang dilakukan oleh debt collector diawali dengan cara 

mengirim pesan atau whatsapp terhadap debitur. Ketika tidak ada respon yang 

diberikan terhadap debt collector oleh debitur, debt collector akan 

menghubungi kontak darurat yang diberikan oleh debitur ketika melakukan 

pendaftaran dalam aplikasi pinjaman online. Ketika hal ini masih gagal untuk 

mendapatkan respon dari debitur, maka debt collector akan melakukan 

menelpon debitur secara berulang-ulang. 

Cara-cara yang diuraikan diatas masih relatif humanis. Permasalahan 

sebenarnya terjadi ketika debt collector mulai mengintai kehidupan debitur. 

Debt collector dapat mengetahui keberadaan debitur dengan berbagai macam 

cara, bahkan dalam keadaan tertentu debt collector melakukan ancaman 

merenggut nyawa debitur atau dalam artian mengancam membunuh debitur. 

Hal yang berkaitan dengan pengancaman merupakan salah satu delik 

pidana. Pasal 29 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dijelaskan bahwa “Setiap 

orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-

nakuti yang ditujukan”.
6
 Sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 

                                                           
6
 Undang-undang  Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Pasal 

29. 
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ayat (4) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik hal demikian dapat 

dikenakan pidana maksimal 6 tahun dan/denda paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
7
 

Sejatinya ancaman membunuh yang dilakukan oleh debt collector 

tidak serta merta mereka hendak melakukan pembunuhan. Namun efek yang 

muncul dari ancaman kekerasan tersebut menimbulkan perasaan khawatir 

serta ketakutan luar biasa yang dirasakan oleh debitur. Namun, realita yang 

ada dilapangan, debitur merasa ketakutan hingga mengalami permasalahan 

mental dan lain sebagainya. Ketika ancaman-ancaman tersebut menimbulkan 

korban jiwa, tentu perlu kita usut bersama siapa yang seharusnya 

bertanggungjawab. Jika kita ikuti pemberitaan yang ada dimedia saat ini, 

tentu tidak luput kita akan menemukan kasus-kasus bunuh diri yang 

disebabkan oleh ancaman dan teror dari pinjaman online. Debitur memilih 

untuk mengakhiri hidup dengan asumsi ketika mereka mengakhiri hidup 

maka tagihan akan dianggap lunas. Mereka lupa bahwa bunuh diri sejatinya 

bukan jalan terbaik.
8
 

Pada tahun 2021, salah seorang warga di Kabupaten Gunung Kidul 

mengakhiri hidupnya lantaran tidak bisa membayar tagihan pinjaman online. 

ADS berusia 35 tahun nekat mengakhiri hidupnya lantaran terjerat pinjaman 

                                                           
7
 Undang-undang  Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (3). 
8
 Idham Nur Indrajaya, “Sejumlah Kasus Bunuh Diri Gara-gara Gagal Bayar Pinjol Ilegal 

di Indonesia,” https://www.trenasia.com/sejumlah-kasus-bunuh-diri-gara-gara-gagal-bayar-pinjol-

ilegal-di-indonesia” diakses 15 Februari 2023. 
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online. ADS mengalami depresi akibat mendapatkan pesan dan whatsapp 

bertubi-tubi dari penyedia jasa layanan pinjaman online. Dari hasil olah TKP 

tidak ditemukan adanya penganiayaan. Hal ini murni kasus bunuh diri.
9
 

Penyelesaian sengketa pinjaman online dalam perkara perdata dapat 

diselesaikan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Jalur litigasi akan 

memakan waktu yang cukup lama. Putusan dari Pengadilan Negri dapat 

diajukan banding ke Pengadilan Tinggi maupun kasasi ke Mahkamah Agung. 

Hal ini menyebabkan lebih banyak yang memilih jalur non-litigasi dengan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa atau biasa disebut APS.
10

 Keberadaan dari 

APS sendiri mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan dikeluarkannya 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/ POJK.07-2012 tentang Lembaga 

Alternatif Penyelesaian Sengketa pada sektor jasa keuangan. Di Indonesia 

sendiri setidaknya adan enam lembaga APS, yakni Badan Mediasi Dana 

Pensiun (BMDP), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjamin 

Indonesia (BAMPPI), Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia 

(BMPPI), Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan 

Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Lembaga Alternatif Penyelesaian 

Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSI). Namun, keenam lembaga APS 

                                                           
9
 Radar Jogja, Diteror Pinjol, Nekat Bunuh Diri, https://radarjogja.jawapos.com/jogja-

raya/2021/09/02/diteror-pinjol-nekat-bunuh-diri/ diakses 1 april 2023 
10

 Manuasa Saragi, “Litigasi Dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis 

Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia,” E-Journal Graduate Unpar, Vol. 1, No. 2, 

(2014), hlm. 64. 
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tersebut belum bisa berfungsi dengan baik  sehingga dirasa perlu diterbitkan 

ketentuan yang lebih memadai.
11

 

Penggunaan debt collector sendiri oleh pinjaman online atau fintech 

diatur dalam Pasal 7 POJK Nomor 6 Tahun 2002. Dalam pasal tersebut 

disebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) mempunyai 

tanggung jawab terhadap kerugian yang dilakukan direksi, karyawan, maupun 

pihak ketiga yang mewakili Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Dalam hal ini debt 

collector dijadikan sebagai pihak ketiga. Perkara penagihan dengan cara 

kekerasan adalah merupakan sesuatu yang dilarang oleh OJK. Tiga hal yang 

perlu dihindari oleh debt collector ketika melakukan penagihan adalah 

mengancam, tindakan yang bersifat kekerasan, dan tindakan yang bersifat 

memalukan. Pedoman penagihan yang dilakukan oleh debt collector adalah 

dengan membawa dokumen mulai dari kartu identitas, sertifikat bidang 

penagihan, surat tugas dari perusahaan, bukti debitur melakukan wanprestasi, 

dan salinan sertifikat jaminan fidusia.
12

 Namun sayangnya hal tersebut tidak 

diperhatikan oleh debt collector sehingga terjadi berbagai macam ancaman 

yang dilayangkan oleh debt collector. 

Keberadaan fintech peer to peer lending diawasi oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK). Hal itu tertuang dan diatur dalam Undang-undang No. 21 

Tahun 2011. Namun, dalam undang-undang tersebut masih diatur secara 

                                                           
11

 Agus Priyonggojati, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam 

Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending” Jurnal USM Law Review, 

Vol. 2, No. 2, (2019) hlm. 173. 
12

 Sylke Febrina Laucereno, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-

6348995/dibaca-aturan-debt-collector-dilarang-pakai-kekerasan-saat-menagih diakses pada 8 Juni 

2023 
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umum. Layanan pinjaman online sendiri diatur secara khusus dalam 

Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam 

secara online. 

Melihat dari permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian di 

Ditreskrimum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pertimbangan 

kasus ancaman kekerasan oleh debt collector pernah terjadi di wilayah 

yurisdiksi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Disamping itu, kasus 

ancaman kekerasan yang selalu ada sehingga penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian sebagai syarat skripsi dengan judul “PENEGAKAN 

HUKUM TERHADAP DEBT COLLECTOR PINJAMAN ONLINE 

ATAS ANCAMAN KEKERASAN MELALUI MEDIA DIGITAL (Studi 

di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan. Penulis menarik rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 

mengungkap kejahatan ancaman kekerasan oleh debt collector kepada 

debitur pinjaman online yang gagal bayar di wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta? 

2. Bagaimana analisis terhadap upaya Kepolisian Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam mengungkap kejahatan ancaman kekerasan oleh debt 

collector kepada debitur pinjaman online menurut teori efektifitas 

hukum? 
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C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

Dari latar belakang yang sudah diuraikan diatas, penulis merumuskan 

tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana upaya dari Kepolisian Daerah 

Istimewa Yogyakarta dalam mengungkap kejahatan ancaman 

kekerasan yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online 

kepada debitur gagal bayar di wilayah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui analisis upaya Kepolisian Daerah Istimewa 

Yogyakarta mengungkap kejahatan ancaman kekerasan oleh debt 

collector terhadap debitur gagal bayar pinjaman online menurut 

teori efektifitas hukum. 

2. Kegunaan  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk khalayak 

umum. Adapun kegunaan yang bisa diamil adalah kegunaan secara 

teoritis dan juga praktis sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini diharapkan 

memberikan tambahan literasi utamanya bagi Prodi Ilmu Hukum 

pada khususnya dan UIN Sunan Kalijaga pada umumnya. 

b. Kegunaan Praktis 
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Kegunaan secara praktis dari penelitian ini adalah sebagai literasi 

untuk masyarakat agar mengetahui bagaimana langkah-langkah 

yang perlu ditembuh serta mewujudkan rasa kenyamanan untuk 

masyarakat mengingat fungsi hukum pidana sebagai social welfire. 

 

D. Telaah Pustaka 

Peneliti telah melakukan riset untuk mencari penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan tema yang penulis amati tentang “Perlindungan Hukum 

Terhadap Debitur Atas Ancaman KekerasanYang dilakukan Oleh Debt 

Collector Layanan Pinjaman Online”.  

 Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas 

tentang pinjaman online. Pertama, skripsi karya Ahmad Miliandi Hamaris 

dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada 

Layanan Aplikasi Pinjaman Online”. Skripsi tersebut membahas tentang 

pengaturan terkait penyelenggaraan transaksi dalam layanan aplikasi 

pinjaman onlines serta bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah pada 

layanan aplikasi pinjaman online. Hal ini tentu saja berbeda dengan penelitian 

yang hendak penulis teliti. Peneliti membahas bentuk ancaman yang 

dilakukan oleh penyedia jasa layanan pinjaman online terhadap nasabah yang 

gagal membayar tagihan yang dibebankan terhadap nasabah setiap tanggal 

jatuh tempo. 

 Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhamad Amin yang berjudul 

“Dampak Pinjaman Online Ilegal Di Kota Palangkaraya”. Penelitian tersebut 
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membahas tentang bagaimana mekanisme pengajuan pinjaman online dan 

dampaknya terhadap nasabah pinjaman online di Palangkaraya. Mekanisme 

dari pinjaman online relatif sama disetiap aplikasi. Sementara itu, dalam 

skripsi masih membahas dampak yang terjadi dalam masyarakat secara 

umum. Hal ini tentu saja berbeda dengan penelitian yang hendak penulis 

teliti. Penulis dalam peneletian ini lebih mengedepankan tentang bagaimana 

pertanggungjawaban pidana jika terjadi unsur-unsur pidana yang dilakukan 

oleh oknum-oknum layanan pinjaman online terhadap nasabah. Disamping 

itu, dampak yang disebutkan dalam skripsi tersebut masih belum mengarah 

terhadap hilangnya nyawa seseorang. Sedangkan, peneliti melakukan 

penelitian dengan tujuan untuk mencari benang merah yang menyebabkan 

hilangnya nyawa seseorang yang diakibatkan oleh layanan pinjaman online. 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ummie Tsabita Ananda Afiudin. 

Skripsi tersebut berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan 

Data Pribadi Dalam Pinjaman Online”. Pokok pembahasan dari skripsi 

tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi yang 

diinput dalam aplikasi pinjaman online dan efektivitas Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) dalam melakukan perlindungan terhadap penyalahgunaan 

data pribadi dalam aplikasi pinjaman online. Substansi yang dibahas dalam 

skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang hendak penulis teliti. Penulis 

lebih berfokus terhadap perlindungan hukum terhadap debitur atas ancaman 

kekerasan yang dilakukan oleh debt collector yang berimplikasi terhadap 

hilangnya nyawa seseorang.  
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E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teori berfungsi sebagai teori dasar yang digunakan oleh penulis 

sebagai pisau penelitian agar mampu menjawab permasalahan-permasalahan 

secara teoritis. Beberapa teori yang digunakan oleh penulis sebagai berikut: 

1. Teori Penegakan Hukum 

Penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum yang dijalankan oleh 

penegak hukum serta setiap orang yang mempunyai kewenangan 

menurut hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana adalah 

kesatuan proses yang diawali dari proses penyidikan, penangkapan, 

penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan 

terdakwa.
13

 

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum 

adalah kegiatan menyelaraskan antara nilai-nilai yang dijabarkan 

dengan kaidah dan sikap dalam penjabaran nilai tahap akhir untuk 

menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.
14

 

Penegakan hukum pidana adalah penerapan dari sistem hukum 

pidana oleh aparat penegak hukum. Dapat disimpulkan bahwa penegak 

hukum menerapkan dan melaksanakan hal-hal yang sudah diatur dan 

diamanatkan oleh peraturan hukum pidana. Secara tidak langsung, 

                                                           
13

 Harun M.Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 1990), hlm. 58. 

 
14

 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : 

UI Pres, 1983), hlm. 35. 
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hukum pidana adalah manifestasi antara nilai dengan kaidah serta 

perilaku yang dilakukan oleh manusia.  

Menurut Andi Hamzah, penegakan hukum kerap kali 

diterjemahkan salah. Istilah penegakan hukum masih diartikan hanya 

bergerak dalam bidang pidana atau represif. Sejatinya penegakan 

hukum pidana sendiri meliputi represif dan preventif.
15

 Penegakan 

hukum pidana sendiri dibagi menjadi dua tahap, yaitu: 

a. Penegakan Hukum Pidana In Abstracto 

Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahapan 

pembuatan atau biasa disebut dengan tahap formulasi berakhir ketika 

formulasi tersebut sudah dijadikan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Tahap formulasi sendiri diteruskan ke pengaplikasian 

dan eksekusi. Sehingga ditarik masalah pokok hukum pidana yaitu 

tindak pidana (strafbaar feit), kesalahan (schuld), pidana (straf). 

b. Penegakan Hukum Pidana In Concreto 

Penegakan hukum pidana in concreto dibagi menjadi dua, yaitu 

tahap penerapan atau biasa disebut dengan penyidikan dan tahap 

pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum. Proses ini 

sejatinya adalah proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. 

Penegakan hukum pidana dapat dianggap sukses ketika berjalan 

dengan efektif. Efektivitas hukum menurut Hans Kelsen selalu 

berkaitan erat dengan Validitas hukum. Validitas hukum diartikan 

                                                           
 

15
 Soerjono Soekanto.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta : 

Rajawali, 1983), hlm. 24. 
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sebagai kumpulan norma-norma yang mengikat. Dapat disimpulkan 

bahwa efektivitas hukum adalah ketika orang-orang menerapkan norma 

hukum yang berlaku.
16

 

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa setidaknya ada 5 faktor 

yang menjadi indikator dari efektif tidaknya suatu hukum dikalangan 

masyarakat, yaitu:
17

 

a. Faktor hukum (undang-undang yang berlaku dalam masyarakat); 

b. Faktor penegak hukum (pembentuk dan pelaksana undang-undang) 

c. Faktor sarana penegak hukum; 

d. Faktor masyarakat; 

e. Faktor kebudayaan. 

Dari faktor-faktor diatas, dapat kita amati bahwa setiap pihak 

berperan penting dalam efektif tidaknya suatu hukum. Penegak hukum 

selaku pembentuk dan pelaksana undang-undang mempunyai peran 

yang sangat vital. Sebab, sebagus apapun produk hukum yang 

dihasilkan, ketika produk hukum tersebut tidak bisa berjalan dengan 

baik dan tidak bisa ditegakkan dengan baik maka tidak ada artinya. 

Oleh karena itu, produk hukum juga perlu memperhatikan bagaimana 

kondisi masyarakat serta kebudayaan masyarakat untuk membentuk 

norma yang sesuai dengan keadaan masyarakat mengingat tujuan 

                                                           
16

 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009),  hlm.12. 
17

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8. 
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hukum untuk memberikan manfaat dan keadilan serta kepastian hukum 

untuk masyarakat. 

Atho Mudzhar sebagai seorang ilmuan muslim Indonesia juga 

menjelaskan teori efektivitas hukum. Dalam paparannya dijelaskan 

bahwa efektivnya suatu hukum merupakan sine qua non untuk 

terciptanya kehidupan yang berjalan dengan tertib. Atho Mudzhar 

berpendapat jika aturan tidak hanya bersifat sebagai anjuran atau arahan 

semata. Dikutip dari tulisan Atho Mudzhar, beliau menjelaskan 

bagaimana instrumen suatu hukum dapat berjalan dengan efektif, 

yaitu:
18

 

a. Atribut of Authory; 

b. Atribut of Universal Application; 

c. Atribut of Obligation; 

d. Atribut of Sunction. 

2. Teori Pemidanaan 

Pemidanaan sejatinya dimaksudkan untuk memberikan efek jera 

terhadap pelaku tindak pidana. Namun, fakta dilapangan tidak seperti 

yang diharapkan. Pemidanaan tidak serta merta bisa memberikan efek 

jera. Bahkan dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana justru naik 

kelas. Naik kelas disini diartikan bahwa orang yang dipidana justru 

semakin profesional dari sebelumnya setelah memasuki hotel prodeo. 

                                                           
 

18
 Atho Mudzhar, “Konstruksi Fatwa dalam Islam”, Peradilan Agama, Edisi 7 (Oktober 

2015), hlm. l44. 
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Namun, kita juga tidak bisa membantah ketika orang yang keluar dari 

penjara memiliki pola pikir yang jauh lebih baik.  

Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan terkait pemidanaan 

dengan teori absolute (Vergedeldings Theorieen) atau diartikan sebagai 

pembalasan sebagai berikut: ...”Pidana merupakan akibat mutlak yang 

harus ada sebegai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan 

kejahatan, jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau 

terjadinya kejahatan itu sendiri.”...
19

 

Lebih daripada itu, Muladi menjabarkan teori pemidanaan menjadi 

3 kelompok:
20

 

a. Teori Absolut 

Teori ini menjelaskan bahwa pidana adalah suatu balasan dari 

suatu tindak pidana. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana semata-mata dijatuhkan sebagai bentuk akibat dari 

tindak pidana yang dilakukan. Sehingga pemidanaan dianggap 

sangat penting demi terciptanya suatu keadilan. 

b. Teori Relatif 

Teori teologis mempunyai perspektif berbeda dengen teori 

absolut. Walaupun substansi dari keduanya memandang bahwa 

pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan pelaku. 

Namun, teori teologis lebih memandang pemidanaan sebagai 

                                                           
19

 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, ( Bandung: 

Alumni,1984), hlm. 10. 
20

 Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung,: Alumni, 2002), hlm. 49-51. 
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alat untuk melindungi masyarakat demi terciptanya keadilan 

dalam masyarakat. 

c. Teori Gabungan 

Berbeda dengan teori absolut dan teologis, teori retributif 

telelologis berpandangan bahwa tujuan dari pemidanaan sendiri 

bersifat plural. Plural yang dimaksud adalah pemidanaan dapat 

dipandang sebagai suatu kritik moral atas tindakan yang 

mempunyai unsur pidana. Sedangkan teleologisnya terdapat 

dalam gagasan dari kritik tersebut demi terciptanya suatu 

perubahan terhadap pelaku pasca selesainya masa pidana. 

3. Teori Viktimologi 

Viktimologi adalah kata yang berasal dari istilah bahasa Inggris yaitu 

Victimology. Victimology sendiri berasal dari bahasa latin yakni 

“Victima” dan “logos”. “Victima” mempunyai arti korban dan “logos” 

berarti studi/ilmu pengetahuan.
21

 Sementara secara terminologi, 

viktimologi adalah ilmu yang membahas dan mempelajari tentang 

korban mulai dari asal mulanya korban dan akibat timbulnya korban 

yang merupakan bagian dari masalah manusia sebagai suatu fakta 

sosial.
22

 

Viktimologi adalah salah satu cabang dari keilmuan kriminologi 

atau bisa disebut sebagai turunan dari ilmu kriminologi. Viktimologi 

                                                           
21

 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan,  (Jakarta: Akademika 

Pressindo, 1993),  hlm. 228. 
22

 Rena Yulia, Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010),  hlm. 43. 
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mempunyai sudut pandang dari suatu kejahatan dengan perspektif 

menimbulkan korban. Korban muncul karena timbulnya kerugian 

dalam dirinya karena dampak kejahatan yang dimuat dalam 

viktimologi.
23

 Sementara itu, kriminologi lebih berfokus terhadap sudut 

pandang dari pelaku.  

Menurut J.E. Sahetapy, viktimologi merupakan ilmu yang 

membahas tentang permasalahan korban saja, melainkan dari berbagai 

macam aspek seperti kejahatan, penyalahgunaan kekuasaan serta 

korban kecelakaan dan bencana alam.
24

  

Menurut Arif Gosita, viktimologi adalah bidang yang 

mempelajari viktimisasi atau tindakan kriminal sebagai masalah yang 

melingkupi kenyataan sosial serta mencakup semua aspek yang 

berkaitan dengan korban dalam bidang kehidupan dan 

penghidupannya.
25

 

Viktimologi tidak bisa dibatasi hanya dalam lingkup pidana atau 

kriminologi. Viktimologi berfokus pada ruang lingkup korban. 

Seseorang menjadi korban bisa jadi karena kesalahan si korban sendiri 

atau peranan korban secara langsung mauoun tidak atau tanpa adanya 

peranan korban. Korban muncul atas peranan si korban dapat terjadi 

oleh berbagai macam faktor karena keadaan, waktu, sifat, ataupun 

                                                           
23

 J.E. Sahetapy, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 
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keberadaan. Oleh karena itu ruang lingkup meliputi bagaimana 

seseorang menjadi korban. Sementara batasan dari viktimologi sendiri 

terbatas oleh victimity atau bisa disebut dengan “viktimitas”.
26

 

Manfaat dari viktimologi dalam tujuan untuk mempelajari 

korban ada tiga yaitu: 

a. Manfaat yang bertujuan untuk membela hak-hak korban dalam 

upaya perlindungan hukum; 

b. Manfaat yang bertujuan sebagai penjelasan korban dalam tindak 

pidana; 

c. Manfaat yang bertujuan untuk menciptakan usaha pencegahan 

munculnya korban.
27

 

Arief Gosita memberikan pendapat lain terkait manfaat dari 

viktimologi untuk hukum pidana sebagai berikut: 

Viktimologi mendalami terkait hakikat korban, viktimisasi, dan 

proses terjadinya viktimisasi. Dengan mendalami viktimisasi maka 

akan mendapatkan pemahaman mendalam terkait etimologi kriminil. 

Hal ini akan mendorong dalam tindakan preventif serta represif dalam 

menanggulangi kejahatan yang akan datang. Viktimologi mempunyai 

tujuan untuk memperjelas peranan dan posisi korban dalam terjadinya 

tindak pidana. Hal ini berfungsi dalam menanggulangi munculnya 

korban baru. 
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Viktimologi mempunyai muatan menjabarkan terkait 

viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi maka akan menimbulkan 

sikap mawas diri terhadap orang lain agar lebih waspada. 

Pendalaman terhadap viktimologi akan memberikan pemahaman 

mendalam untuk menemukan benang putih korban serta ganti rugi 

terhadap korban.
28

 

Muladi memberikan penjelasan terkait tujuan viktimologi 

sebagai berikut: 

Menelaah berbagai macam aspek yang terkait dengan korban; 

Bertujuan untuk menjabarkan asal muasal dari viktimisasi; 

Meningkatkan sistem untuk meminimalisir penderitaan yang dirasakan 

oleh manusia.
29

 

Sementara itu, J.E. Sahetapy, S.H., menjelaskan viktimologi 

sebagai berikut: 

Viktimologi mendefinisakan hakikat munculnya korban dan 

menimbulkan korban, serta mendalami makna dari viktimisasi hingga 

proses terjadinya viktimisasi terhadap orang yang terikat dalam proses 

viktimisasi sendiri. 

 

Viktimologi memberikan gagasan yang lebih baik terhadap 

korban yang disebabkan oleh tindakan manusia sehingga menimbulkan 

berbagai penderitaan baik mental, fisik, hingga sosial. Sehingga 

viktimologi akan menempatkan posisi korban serta peranan korban dan 

hubungannya dengan pelaku ataupun pihak-pihak yang berkaitan. 
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Viktimologi menimbang permasalahan viktimisasi yang tidak 

langsung. Sebagai contoh akibat-akibat sosial yang muncul terhadap 

korban dari ancaman kekerasan. 

Viktimologi mempunyai landasan pikiran yang bertujuan untuk 

menanggulangi kompensasi terhadap korban; asumsi viktimologi 

terhadap keputusan dari sistem peradilan serta reaksi pengadilan 

terhadap perilaku kriminal.
30

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian dengan jenis lapangan. 

Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan secara 

sistematis dengan mengangkat data serta fakta yang ada dilapangan.
31

 

Penelitian dilapangan dimaksudkan untuk mengumpulkan bukti otentik 

terkait kasus yang terjadi kemudian disinkronkan dengan hukum yang 

berlaku di Indonesia. Bukti yang dikumpulkan berupa bukti terkait 

kasus bunuh diri di Kabupaten Gunung Kidul yang disebabkan oleh 

lilitan hutang pinjaman online. Data tersebut bisa berupa catatan 

lapangan, dokumen resmi, forensik digital dan lain sebagainya.
32

 

2. Sifat Penelitian 

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Data-data yang ada 

dilapangan akan dijabarkan dengan penulis. Hal ini bertujuan agar 

                                                           
30

 J.E. Sahetapy, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 

1987), hlm. 60-62. 
31

  Suharismi Arikunto, Dasar – Dasar Research, (Bandung : Tarsoto, 1995 ), hlm. 58. 
32

 Burhan Bunga, Analisis Data Penelitian Kualitatif, cet. ke-2 (Jakarta : PT. 

Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 39. 



22 
 

 
 

penulis dapat menjabarkan data yang ada dengan realita yang terjadi di 

masyarakat. Sehingga dengan demikian dapat ditarik sebab akibat 

terjadinya kasus bunuh diri yang disebabkan oleh pinjaman online baik 

itu berasal dari ancaman kekerasan ataupun keinginan dari diri sendiri. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue 

approach) dengan menelaah undang-undang serta regulasi yang ada 

dengan realita kasus yang ada dilapangan. Dari pendekatan ini, penulis 

dapat mengetahui seberapa efektif implementasi dari undang-undang 

atau regulasi yang ada.
33

 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat penulis dalam melakukan 

penelitian yang ada dilapangan. Data primer yang diperoleh oleh 

penulis adalah hasil dari wawancara penulis dengan Kanit 

Ditreskrimum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Kompol 

Joko Hamitoyo, S.H., M.H., menjadi narasumber dari penelitian 

penulis. Wawancara dilakukan dengan narasumber karena 

narasumber pernah menangani kasus-kasus ancaman kekerasan 

yang dilakukan oleh debt collector. 

b. Data Sekunder 
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Data sekunder adalah data yang digunakan penulis guna 

mendukung dan menjadi pelengkap dari data primer. Adapun data 

sekunder yang penulis gunakan terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022; 

e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik; 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis untuk 

melengkapi bahan hukum primer bersumber dari buku, jurnal, 

dan catatan lain yang berkaitan dengan tema yang penulis teliti. 

c. Data Tersier 

Penulis mencari data tersier sebagai penguat dari bahan hukum 

primer dan sekunder dengan menelaah website dengan sumber 

terpercaya untuk memperoleh data pendukung. 

5. Teknik Analisis Data 

a. Wawancara 
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Wawancara merupakan kegiatan yang langsung dilakukan oleh 

peneliti terhadap stakeholder yang ada dilapangan. Wawancara 

berlangsung secara lisan dan dapat bersumber dari dua narasumber 

atau lebih untuk mengetahui secara aktual terkait informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian.
34

 

 Lexi J. Moleong juga menyatakan bawha wawancara 

adalah percakapan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. 

Pewawancara memberikan pertanyaan terhadap narasumber. 

Kemudian narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang pewawancara berikan.
35

 Dalam hal ini, peneliti 

akan mewawancarai penyidik dari POLDA DIY untuk 

mendapatkan jawaban-jawaban yang peneliti butuhkan. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu bentuk pelengkap dari penelitian 

yang ada dilapangan. Dokumentasi dapat dilakukan dengan 

mendapatkan data otentik terkait kasus yang ada dilapangan dan 

data yang tercatat dalam bentuk buku, arsip, maupun hal terkait 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
36

 

6. Lokasi Penelitian 

Penelitian lapangan tentu membutuhkan lokasi yang hendak dilakukan 

penelitian oleh peneliti. Lokasi penelitian berguna sebagai tempat 
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peneliti untuk mendapatkan informasi dan data terkait penelitian. 

Pemilihan dari lokasi penelitian tentu saja melihat kasus yang terjadi. 

Mengingat tema yang peneliti muat adalah tentang ancaman kekerasan 

yang dilakukan oleh debcollector pinjaman online. Maka peneliti 

memilih Ditreskrimum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta 

karena pernah menangani kasus ancaman kekerasan oleh debt 

collector. 

7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. 

Metode analisis kualitatif sendiri mengedepankan aspek pemahaman 

yang mendalam terhadap masalah yang dihadapi peneliti (in-depth 

analysis). Data yang diperoleh kemudian dibandingkan antara KUHP 

dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dengan penegakan hukum atas kejahatan 

ancaman kekerasan oleh debt collector pinjaman online kepada debitur 

gagal bayar di Ditreskrimum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta 

kemudian dijadikan sebagai jawaban atas teori-teori yang ada sehingga 

dapat ditarik kesimpulan.
37

   

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum 

Terhadap Debitur Atas Ancaman Kekerasan Oleh Debt Collector Layanan 
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Pinjaman Online” bertujuan untuk memudahkan penulis dan pembaca dibagi 

kedalam beberapa bab sebagai berikut: 

 Bab pertama, bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari 

latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah 

pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan yang 

berfungsi sebagai gambaran umum atas penelitian yang akan diteliti. 

 Bab kedua, bab ini membahas terkait tinjauan umum dari kerangka 

teoritik yang dijadikan oleh peneliti sebagai landasan untuk mengalisis serta 

membedah permasalahan terkait ancaman kekerasan yang dilakukan oleh 

debt collector terhadap nasabah layanan pinjaman online. 

 Bab ketiga, bab ini membahas tentang objek penelitian. Pada bab 

ini peneliti akan membahas tentang dampak dari ancaman-ancaman 

kekerasan yang dilakukan oleh debt collector hingga hilangnya nyawa 

seseorang dan penyeleseaian sengketa pinjaman online. 

 Bab keempat, bab ini akan membahas hasil dari penelitian terkait 

ancaman kekerasan yang dilakukan debt collector pinjaman online terhadap 

debitur dan pertanggungjawaban pidana atas ancaman kekerasan tersebut. 

 Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi terkait 

kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran untuk penelitian-

penelitian selanjutnya.  



 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian terkait ancaman kekerasan oleh 

debt collector pinjaman online kepada debitur, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Polda DIY) terhadap ancaman kekerasan yang dilakukan oleh debt 

collector terhadap debitur dengan upaya represif sebagai berikut: 

a. Memberikan layanan aduan masyarakat melalui media sosial dari 

Polda DIY untuk menerima aduan dari masyarakat terkait ancaman 

kekerasan yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online 

kepada debitur. 

b. Setelah adanya pengaduan dari masyarakat, maka akan dilakukan 

proses penyelidikan untuk menentukan kasus tersebut layak atau 

tidak untuk diteruskan ke tahap penyidikan. 

c. Proses penyidikan dilakukan untuk menemukan temuan bukti 

dilapangan sehingga menjadi terang suatu perkara yang kemudian 

dilanjutkan dengan pelimpahan berkas dan tersangka kepada 

Penuntut Umum. 

2. Teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto 

mengkorelasikan efektifitas hukum dengan kelima faktor. faktor hukum 

yang sudah mengakomodir terhadap kejahatan ancaman kekerasan 
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dengan adanya Undang-Undang ITE, faktor penegak hukum yang 

memproses setiap aduan dari masyarakat terkait dengan kejahatan 

ancaman kekerasan yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online 

kepada debitur gagal bayar, faktor sarana atau fasilitas yang sudah 

menunjang kinerja dari Ditreskrimum Kepolisian Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam mengungkap kejahatan ancaman kekerasan, faktor 

kebudayaan yang masih menghambat mengingat budaya hutang piutang 

dari masyarakat Indonesia, dan faktor masyarakat yang ingin memiliki 

uang secara cepat dan mudah. Kelima faktor tersebut menjadi indikator 

efektifitas hukum terhadap kejahatan ancaman kekerasan kepada debitur 

pinjaman online. Faktor yang memenuhi efektifitas hukum adalah faktor 

hukum, faktor hukum, dan faktor sarana. Sedangkan faktor yang tidak 

memenuhi efektifitas hukum adalah faktor masyarakat dan faktor 

kebudayaan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, maka penulis 

memberikan saran yang dapat dijadikan sebagai masukan sebagai berikut: 

1. Bagi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan 

sosialisasi terhadap masyarakat terkait pengaduan kasus-kasus yang 

berkaitan dengan ancaman kekerasan oleh debt collector pinjaman 

online kepada debitur. Banyaknya postingan di media sosial terkait 

tindakan yang dilakukan oleh debt collector pinjaman online adalah 

bukti bahwa masyarakat lebih memilih untuk memposting terkait 
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tindakan ancaman yang debt collector ketimbang untuk membuat 

pengaduan terhadap kepolisian. 

2. Bagi masyarakat agar tidak mudah tergoda dengan berbagai macam 

produk yang dikeluarkan oleh layanan pinjaman online. Iming-iming 

keumudahan syarat dan proses pencairan membuat banyak masyarakat 

tergiur dengan godaan pinjaman online tanpa memikirkan bunga dan 

tagihan yang muncul di kemudian hari. 
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